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Informasi Publik

Tata Cara

1.

PPID Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar
Informasi Publik (DIP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan (Jajaran Pimpinan UNAND)
dan pihak luar/stakeholder UNAND yang dapat memberikan masukan/pertimbangan
terhadap Layanan Informasi Publik.

Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud
yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum.
Tim Pertimbangan menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang
diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang
dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada petugas informasi untuk
menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen
dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon.

Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda
bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status

informasi/dokumen rahasia.

Dokument Terkait :  Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

Informasi Publik di Universitas Andalas




Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Tentang Konsekuensi

Pelaksana Baku Mutu Keterangan
No. Kegiatan
PPID Tim Penguasa Pemohon Kelengkapan Waktu Output
Pertimbangan Informasi/
Dokumen
(Unit
Kerja)
1 Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang Berkas permohonan Setiap saat Berkas permohonan
tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan informasi/dokumen informasi yang telah
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dari pemohon diisi lengkap dan
informasi dilampiri
fotocopy/scan
identitas diri atau
Alkta Pendirian
Badan Hukum
2 Memberikan pertimbangan atas Perundang- Setiap hari kerja Nota keputusan
informasi/dokumen  yang  dimaksud undangan yang tentang status
yang bersifat rahasia berdasarkan undang- dibutuhkan: UU informasi atau
undang, kepatuhan dan kepentingan umum KIP dan PERKI dokumen vang
172010 diminta
3 Menyampatkan kepada PPID atas status Informasi/dokumen Setiap hart, maksimal 10 Informasi/dokumen
informasi/dokumen yang diminta pemohon, vang telah dinyatakan (sepuluh) hari sejak dari penguasa
?I}?kﬂh tei/rx(;lal\s)ul‘: rahasia é:it?lu tﬁrb'ékt& g ﬂia terbuka untuk publik permohonan informasi informasi/dokumen
informasi/dokumen yang dimaksud terbuka, ” o e
maka PPID memeriﬁtahgkan kepada Penguasa R teregistrast (Unit Kerja)
mformasi/dokumen (UNIT KERJA) untuk
menyerahkan informasi/dokumen  vang
dimaksud.  Jika  status
informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka
PPID membuat surat penolakan kepada
pemohon
Informasi/dokumen Maksimal dibertkan Informasi publik
4 Memberikan  informasi/dokumen  yang yang diminta oleh perpanjangan pemenuhan yang diminta oleh
diminta oleh pemohon yang menandatangani Terbuka pemohon atau surat permohonan informasi pemohon atau surat

tanda bukti penerimaan atau memberikan
surat penolakan kepada pemohon jika status
informasi dokumen rahasia.

penolakan kepada
pemohon jika status
informasi/dokumen
rahasia

selama 7 (tujuh) hari sejak
pemberitahuan tertulis
diberikan dan tidak dapat
diperpanjang lagi

penolakan




